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ABSTRAK

FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada

Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang)

Oleh:
Ghani Rizki Fauzi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman
basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampel yang
diambil dari penelitian ini sebanyak 69 anggota dengan purposive sampling. Alat
analisis yang digunakan yaitu analisis jalur (path analysis) dengan bantuan
program SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber
daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan. Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan.
Kata Kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrual, Kualitas

Laporan Keuangan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu
tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga
pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik
(Soimah, 2014). Perkembangan otonomi daerah di Indonesia membawa
perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi. Ada
banyak pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan yang telah
dipublikasikan pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Kebijakan pemerintah pusat tentang pemberlakuan otonomi daerah merupakan
langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya,
dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat
waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi
yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik.
Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung
informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik:



relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain adalah kualitas
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian
internal.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi
yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan
pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi
terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang
relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006). Pada saat ini, pemerintah sudah
mempunyai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan.

Penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang
akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu
tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi
para pemakai. Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan
pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk
memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan
entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk
laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012)



Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas
dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap
informasi yang disajikan tersebut. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk
kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan
pemerintah mempunyai manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan
dan dapat dipahami.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia terutama di
wilayah Kedu merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Dasar pemikiran ini berasal dari fakta yang diperoleh dari Badan Pemeriksa
Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah di wilayah Kedu
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Fenomena Opini

Opini

Tahun Kota Kabupaten Kabupaten Kabupaten  Kabupaten  Kabupaten
Magelang Magelang Temanggung Wonosobo  Purworejo Kebumen

2018 WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2017 WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2016 WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2015 WTP WDP WTP WDP WTP WTP

Sumber :semarang.bpk.go.id

Berdasakan data tabel diatas didapati bahwa dari satu kota dan lima
kabupaten di wilayah Kedu, opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD
terdapat dua kabupaten yang mendapatkan opini WDP pada tahun 2015 yaitu
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo dan pada penyususnan skripsi ini
dipilih Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut didasari
adanya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang

tercermin dari hasil opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dimana pada tahun
2015 mendapatkan opini WDP dan tiga tahun selanjutnya mendapatkan opini
WTP vyaitu pada tahu 2016, 2017 dan 2018 disamping itu dengan alasan
pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat menjadi kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah di Kabupaten Magelang.

Fenomena opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sangat tergantung dari kualitas laporan yang
dibuat oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kompilasi laporan Organisasi
Pemerintah Daerah. Semakin luas wilayah dan semakin banyak Organisasi
Pemerintah Daerah dalam sutu pemerintah daerah maka akan semakain banyak
membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dibutuhkan dalam
penyusunan laporan. Hal yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di
Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah.
Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip
dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk



mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan
kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Adanya penerapan
kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan, menjadikan
perlunya sumber daya manusia yang benar-benar memahami logika akuntansi.

Pemahaman Sumber Daya Manusia yaitu khususnya pegawai bagian
akuntansi, terkait konsep Akuntansi Berbasis Akrual akan mempengaruhi
penyusunan laporan keuangan. Pegawai OPD Kabupaten Magelang khususnya
bagian akuntansi harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan
pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah
daerah khususnya di Kabupaten Magelang. Namun sudah menjadi permasalahan
umum diinstansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan pegawai seringkali
dilakukan daya manusia yang kompeten. tidak sesuai dengan kebutuhan baik
secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan
organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas
sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya
dipenuhi.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan
oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah
daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulithya mendeteteksi
kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh

dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Widyaningrum, 2016). Faktor



penentu lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi ini
merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan
lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi
untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer
(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan
(internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan
dengan teknologi.

Faktor lain yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman regulasi sistem akuntansi
pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman
anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan
daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta
prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam
rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian
Kurniawati (2018) yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem
pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas
laporan keuangan daerah dengan hasil yang menunjukkan bahwa sumber daya
manusia berpengaruh signifikan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:
pertama, tempat dan objek penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Kabupaten

Magelang sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Surakarta.



Penelitian ini menggunakan amatan OPD yang berada di Kabupaten Magelang
dikarenakan adanya perbaikan kinerja yang dilakukan yang tercermin dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang memperoleh
opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2015 dan opini WTP atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga tahun selanjutnya

(www.kabupatenmagelang.go.id). Perbedaan yang kedua, menambah variabel

pemahaman basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan karena perubahan
regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks
sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi (Umar
Sako (2018). Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka
kualitas laporan keuangan menjadi rendah, yang merupakan salah satu cara untuk
menunjukkan bahwa anggota telah memenuhi cara penyusunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga nantinya akan menunjukkan
apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dapat diandalkan dalam

pengambilan keputusan.


http://www.kabupatenmagelang.go.id/

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah terdapat pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap
kalitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.



D. Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dimasa mendatang:
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan
pengetahuan bidang akuntansi publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat
digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengnai
topik faktor-fator yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
2. Kelembagaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi lebih untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual
dalam pencatatan laporan keuangan dalam rangka mencapai tujuan instansi
secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas dan
mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memberikan
bahan pertimbangan bagi para stakeholder dalam menilai sebuah organisasi

pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1.

Resource Based View Theory

Resource based view (RBV) Theory atau teori berbasis sumberdaya
menekankan sumber daya sebagai penentu dari keunggulan kompetitif dan
kinerja. Berdasarkan teori RBV, Barney (1991) mengajukan definisi formal
yang berkaitan dengan pengertian keunggulan bersaing berkelanjutan yaitu
keunggulan yang dicapai terus menerus dengan mengimplementasikan
strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak dimiliki pesaing. Pandangan
RBV terhadap keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumberdaya internal
lebih penting bagi daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk
meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif.

Para penganut pandangan RBV percaya bahwa kinerja organisasi akan
sangat ditentukan oleh beragam sumberdaya internal yang dapat
dikelompokkan dalam tiga kategori luas yaitu sumberdaya fisik, sumberdaya
manusia dan sumberdaya organisasional. Sumberdaya fisik dalam konteks
Organisasi Pemerintan Daerah mencakup seluruh sarana prasarana dan
perlengkapannya, lokasi, dan juga teknologi. Sumberdaya  manusia
mencakup seluruh pegawai, pelatihan, pengalaman, intelegensi (kecerdasan),
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

Perbedaan sumber daya dan kemampuan ini akan memberikan

keuntungan yang kompetitif dimana kemampuan organisasi dalam mengelola

10
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sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif
sehingga dapat menciptakan nilai bagi organisasi tersebut. Asumsi dalam
teori ini dalam konteks sektor publik adalah bagaimana organisasi sektor
publik dapat mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber
daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan. Barney (1991) menyatakan
bahwa dalam RBV, perusahaan tidak dapat berharap untuk membeli atau
mengambil keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu
organisasi lain, karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang
langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Salah satu wujud dari peran
penting tersebut dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan yang
menghasilkan inovasi serta sebagai landasan untuk meningkatkan
responsivitas terhadap kebutuhan pemakai dan stakeholders.
a. Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan
karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan mengenai posisi
keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lain yang merupakan
hasil proses akuntansi selama periode tertentu yang akan digunakan oleh para
pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Adanya tuntutan yang
semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan
implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan
informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan
keuangan (Mardiasmo, 2006). Indikator variabel Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
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menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi
para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus
berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari Kkarakteristik
kualitatif. Apabila informasi yang terdapatdi dalam laporan keuangan
pemerintahdaeran memenuhi  kriteria Kkarakteristik  kualitatif, berarti
pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan
dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi
yang lengkap dan sesuaikan dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya
akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah (Widyaningrum, 2016).

. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya
manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang
cukup memadai (Afriyanti, 2016). Dalam pengelolaan keuangan daerah
yang baik, Organisasi Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang
pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan
mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan
sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami

logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam
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memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada
kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan
dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2014), untuk menilai kualitas
sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk
akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi
sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang
dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk
melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang
jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,
pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang
dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kegagalan yang dialami oleh sumber
daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan
memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan
laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah,
sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah, 2014). Hal ini menunjukkan
semakin baik kualiitas sumber daya manusia semakin baik pula kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut (Jogiyanto, 1995) pemanfaatan teknologi adalah perilaku
karyawan teknologi dalam tugasnya, dimana pengukurannya berdasarkan

frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan.
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Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan
oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. aplikasi
teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat
dalam pengambilan keputusan manajemen (Jogiyanto, 1995).

Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer
yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan
informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran
informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro),
perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic
commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data,
pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ditujukan agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh

wilayah negeri (Kurniawati, 2018).

. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai
pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat

dari definisi tersebut yaitu kualitas laporan keuangan, efisiensi dan
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efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk
mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian internal
akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus
untuk meningkatkan efisiensi operasional untuk mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen dan dinamakan dengan pengendalian internal
administratif.

Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Zuliarti, 2017). Dengan
sistem pengendalian internal, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan
pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi
kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang
berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila
bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di
dalam sistem informasi yang menunjang kelancaran kerja dalam sistem
tersebut adalah pengendalian internal (internal control). Masih
ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan
olen BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah

belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang disyaratkan.
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e. Pemahaman Basis Akrual

Pemahaman regulasi berkaitan dengan tingkat pemahaman suatu
institusi  terhadap regulasi yang diterapkan. Penelitian mengenai
pemahaman regulasi dilakukan oleh Kartikasari (2015). Hasil
pengujiannya menunjukkan bahwapemahaman regulasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan
keuangan daerah. Pemahaman regulasi terkait dengan penerapan akuntansi
basis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah
diundangkan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini
mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan
pelatihan mengenai aturan baru. Pemahaman atas regulasi memegang
pernan penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat
pemaham institusi terhadap regulasi baru maka semakin tinggi kualitas
laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman atas regulasi berfungsi
sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan
telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi
yang baik mengenai PP 71 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



B. Telaah Penelitian Sebelumnya
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No. Nama Variabel Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti

1. Ida Ayu Pengaruh sumber daya Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
Enny manusia dan  sistem kualitas sumberdaya manusia
Kiranayanti ~ pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas
(2016) dan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

laporan keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh
daerah positif signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan daerah.

2. Intan Pengaruh sumber daya Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
kurniawati manusia, sistem kualitas sumberdaya manusia
(2018) pengendalian  internal, berpengaruh signifikan terhadap

dan penggunaan kualitas laporan keuangan,

teknologi informasi  pengendalian internal dan penggunaan

terhadap kualitas laporan teknologi informasi berpengaruh positif

keuangan daerah daerah  signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan daerah.

3. Umar Sako Pengaruh penerapan Hasil penelitian ini  menyimpulkan
(2018) standar akuntansi bahwa pemahaman basis  akrual

pemerintah terhadap mempunyai pengaruh yang positif
kualitas laporan terhadap kualitas laporan keuangan
keuangan

4.  EliBudi Pengaruh sistem Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
Santoso pengendalian internal  sistem pengendalian internal
(2016) pemerintah, pemerintah,pemanfaatan teknologi

pemanfaatan  teknologi informasi dan kompetensi sumberdaya
informasi dan manusia berpengaruh positif terhadap
kompetensi sumber kualitas laporan pemerintah daerah

daya manusia terhadap

kualitas laporan

keuangan daerah

5. Triyanti Pengaruh kualitas Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
(2018) sumber daya manusia di kualitas sumber daya manusia di bidang

bidang akuntansi dan akuntansi dan sistem pengendalian
sistem pengendalian internal berpengaruh sinifikan terhadap

internal terhadap kualitas
laporan keuangan
pemerintah daerah

kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah
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C. Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Pandangan Berbasis Sumber Daya atau Resource Based View (RBV)
terhadap keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumber daya internal lebih
penting bagi perusahaan daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk
meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Para penganut RBV
percaya bahwa kinerja organisasional akan sangat ditentukan oleh beragam
sumber daya internal yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori luas
yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya organisasional.
Sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan, pelatihan, pengalaman,
intelegensi (kecerdasan), pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Teori
RBV berpendapat bahwa sumber daya yang sesungguhnya dapat membantu
organisasi dalam menangkap dan menetralkan permasalahan (David, 2009).
Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabyang diberikan kepadanya
dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai
(Kiranayanti, 2016). Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2018)
menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian
yang dilakukan Triyanti (2018) menunjukkan kualitas sumber daya manusia

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



19

H; : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola
keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada
pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta
potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi
berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi
keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi
pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan
memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan
banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan atau ketepatan hasil operasi
maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing (Indriasari &
Nahartyo, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi
kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadapa kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Santoso
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(2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
H, : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan RBV menyatakan bahwa kinerja organisasional akan
sangat ditentukan oleh beragam sumber daya internal khususnya sumber daya
manusia. Dalam hal ini sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan,
pelatihan, pengalaman, intelegensi (kecerdasan), pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian efektifitas dan
efisiensi operasi (Kurniawati, 2018). Tujuan sistem pengendalian internal salah
satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
(Zuliarti, 2017) Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan
kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga
mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Penelitian yang dilakuakan Azlan (2016) menemukan bahwa
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan Sari & Witono (2014) menemukan bahwa

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
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Hs : Sistem Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.

. Pengaruh Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun
laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang
mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian
yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan,
pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71
Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis
akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik,
serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan
akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis
akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai
konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah
maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah
pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi
aturan cendrung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku.

Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu
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hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
(Tickell, 2010). Tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan
uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman basis
akrual dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga
hubungan tersebut dihipotesiskan :

Hs : Pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.

D. Model Penelitian

Kualitas
Sumberdaya
Manusia

H1

Pemanfaatan

Teknologi H2 -
Informasi Kualitas Laporan

Keuangan

Sistem H3
Pengendalian

Internal
H4

Pemahaman
Basis Akrual

Gambar.2.1

Model Penelitian



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian
keuangan atau penatausahaan keuangan.

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Sampel
dalam penelitian ini adalah Dinas, Badan dan Kantor yang termasuk dalam OPD
Kabupaten Magelang. Jumlah Dinas, Badan dan Kantor yang diambil di
Kabupaten Magelang adalah berjumlah 23. Kriteria responden dalam penelitian
ini adalah :

1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan

pada OPD.

2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian keuangan

atau penatausahaan keuangan.

3. Responden ditetapkan pada kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan

dan staf pemegang kas OPD.

23
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Penentuan kritetia sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian
dan staf bagian keuangan atau akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung
secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah. Penentuan responden dengan jumlah 69 untuk 23
OPD dengan masing-masing OPD terdiri dari 3 responden didasarkan pada alasan

(Prasetyo, 2015) :

1. Maksimal 3 responden pada setiap OPD supaya unit analisis bersifat heterogen

dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di OPD.

2. Penentuan 3 responden pada setiap OPD hanya akan melihat persepsi kepala

bagian keuangan, staf pencatatan keuangan dan staf pemegang kas.

3. Penentuan responden pada setiap OPD didasarkan pada asumsi bahwa persepsi
kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan dan staf pemegang kas yang

mengetahui secara pasti mengenai kualitas laporan keuangan pada setiap OPD.

. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Kuantitatif yaitu penelitian
tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.
Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta di lapangan. Populasi yang digunakan dalan penelitian ini
adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan OPD di Kabupaten

Magelang. Penelitian ini menggunakan metode purosive sampling dengan
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sumber data adalah adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari
responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner.
. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode Kkuisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawab (Sugiyono, 2015). Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung
kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-
masing OPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner
pada OPD tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan ke
dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran
instrumen menggunakan skala Likert. dengan lima alternatif jawaban yang
kemudian dimodifikasi menjadi empat alternative jawaban dengan
menghilangkan jawaban bagian tengah.

Modifikasi skala Likert meniadakan kategori jawaban yang di tengah
berdasarkan pertimbangan bahwa, jawaban yang tersedia di tengah akan
menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (central tendency effect),
terutama bagi responden yang ragu-ragu atas kecenderungan jawaban
(Sugiyono, 2015). Selanjutnya jika disediakan kategori jawaban di tengah,
maka data penelitian akan banyak hilang sehingga mengurangi banyaknya
informasi yang dapat dijaring dari responden. Skala Likert mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena (Sugiyono, 2015).

Jawaban dari setiap pertanyaan mempunyai skor dari sangat setuju sampai
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sangat sangat tidak setuju dan masing — masing pertanyaan diberi skor untuk
kemudahan dalam penelitian
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
1. Kualitas Sumberdaya Manusia
Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.
Dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang
dimaksud dengan kualitas adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ketiga karakteristik ini
kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan standar kualitas jabatan PNS.

Indikator variable kualitas sumberdaya manusia dilihat dari:

a. Kapasitas staf, merupakan standarisasi kapasitas staf bagian keuangan, baik
dalam hal kualitas maupun kuantitas.

b. Tupoksi, merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf
bagian keuangan atau akuntansi yang ditunjang dengan sistem dan prosedur
yang jelas.

c. Pengembangan, merupakan upaya penguasaan dan pengembangan keahlian

staf, baik formal maupun non formal.

Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari peneliitian Hanim (2015)

dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan
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menggunakan skala linkert dengan lima kategoru yaitu 1 = sangat tidak setuju

sampai dengan 5 = sangat setuju

. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara
optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software),
database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya
yang berhubungan dengan teknologi (Nurillah, 2014). Indikator variable
pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari pengelolaan data keuangan yang
merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi
untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh. Variabel
diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2015) dengan
menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan
skala linkert dengan lima kategoru yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan
5 = sangat setuju
. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang
diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang menyatu, berkait satu sama lain dan menjadi bagian
integral dari instansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008).

Indikator variable SPI didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

tahun 2008:
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a. Lingkungan pengendalian, merupakan upaya untuk menungkatkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.

b. Penilaian risiko, merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis
risiko yang akan terjadi pada organisasi sector publik.

c. Kegiatan pengedalian merupakanupaya untuk melakukan review atas
kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan termasuk didalamnya
pemisahan tugas.

Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2015)

dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan

menggunakan skala linkert dengan lima kategoru yaitu 1 = sangat tidak setuju

sampai dengan 5 = sangat setuju

. Pemahaman Basis Akrual

Pemahaman basis akrual memegang peranan penting dalam kualitas
laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemaham institusi maka semakin
tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman basis akrual
berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Institusi
sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP
Nomor 71 tahun 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator variable pemahaman basis
akrual dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan berhubungan dengan
akuntansi. Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian

Umar Sako (2018) menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur
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dengan menggunakan skala linkert dengan lima kategoru yaitu 1 = sangat tidak

setuju sampai dengan 5 = sangat setuju

. Kualitas Laporan Keuangan

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para
penggunanya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai
informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan
Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa meskipun laporan keuangan bukan
merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan
tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan
keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna
dalam pengambilan keputusan.

Indikator variable kualitas laporan keuangan didasarkan pada PP Nomor
71 tahun 2010:
a. Relevan, informasi disajikan secara lengkap, tepat waktu, memiliki manfaat

umpan balik dan memiliki manfaat produktif
b. Andal, informasi disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral.

c. Dapat dibandingkan, informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya.

d. Dapat dipahami, informasi dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para

pengguna.
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Variabel diukur dengan instrument yang berasal dari penelitian Hanim (2013)
dengan menggunakan 6 pernyataan yang masing-masing diukur dengan
menggunakan skala linkert dengan lima kategoru yaitu 1 = sangat tidak setuju

sampai dengan 5 = sangat setuju

D. Metoda Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode
pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat
gambaran yang jelas mengenai variasi sifat data yang dapat mempermudah
proses analisis dan interpretasi. Statistik deskriptif digunakan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-
rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan
sebagainya (Ghozali, 2018). Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini
memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji validitas
Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang
dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan
untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut (Ghozali, 2018), yaitu konstruk atau variable yang di teliti periset.
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Dalam menguji validitas instrument kuesioner penelitian ini menggunakan
uji validitas dengan Confimatory Factor Analysis (CFA). CFA digunakan
untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau
apakah indicator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan
sebuah konstruk atau variable. Jika masing-masing indicator merupakan
indicator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor
yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor
adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient
correlation). Uji Barlett of Sphericity merupakan uji statistic untuk
menentukan ada tidaknya korelasi antar variable. Semakin besar sampel
menyebabkan Barlett test semakin sensitive untuk mendeteksi korelasi
antar variable. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat
interkorelasi antar variable dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor
adalah Kaiser-Meyen-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA).
Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki
harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor dengan nilai cross
loading (Ghozali, 2018). Alasan penting untuk interpretasi faktor adalah
factor rotation. Rotasi orthogonal melakukan rotasi dengan sudut 90
derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation.
Rotasi orthogonal dapat berbentuk Quartimax, Varimax, dan Promax

(Ghozali, 2018).
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b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner
yang merupakan indikator dari variable. Suatu kuesioner dikatakan reliable
jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah bebas dari bias dan
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur
yang sama (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui
sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian
reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran
dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian
dilakukan dengan menghitung croanbach’s alpha dari masing-masing
instrument dalam suatu variable, instrumenyang dipakai dalam variable
tersebut dikatakan handal/reliable jika memberikan nilai croanbach’s

alpha lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018)

3. Pengujian Regresi Linier Berganda

Model yang dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda
yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa
analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan
(naik turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua atau lebih variable
independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variable

independennya minimal 2. Model dalam penelitian ini adalah:
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KLK =a + b1.KSDM + b2.PTI + b3.SPI + b4.PBA + ¢

Di mana:
KLK = Kualitas Laporan Keuangan
a = konstanta

b1,b2,b3,b4 = koefisien regresi

KSDM = Kualitas Sumber Daya Manusia
PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
SPI = Sistem Pengendalian lintern

PBA = Pemahaman Basis Akrual

e = standarderror

3. Pengujian Hipotesis
a. UjiF
Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi
regresi dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F berfungsi untuk
mengetahui apakah model yang digunakan telah cocok atau tidak (Ghozali,
2018). Adapun cara melakukan uji F sebagai berikut:
1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok
HO = berarti secara simultan atau bersama-sama tidak ada pegaruh
yang signifikan antara KSDM, PTI, SPI, PBA dengan KLK
H1 = berarti secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang
signifikan antara KSDM, PTI, SPI, PBA dengan KLK

2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)
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3) Membandingkan tingkat signifikan (o = 0,05) dengan tingkat signifikan
F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS
dengan kriteria:

(@) Nilai signifikan F < 0,05 berarti HO ditolak dan H1 diterima, hal
ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-
sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

(b) Nilai signifikan F > 0,05 berarti HO diterima dan H1 ditolak, hal
ini artinya bahwa semua variabel independen secara bersama-
sama dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

4) Membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai
berikut:

(@) Jika F hitung > F tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini
berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama
dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

(b) Jika F hitung < F tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini
artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan

signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Ho tidak
ditolak

F tabel

Gambar 3.1
Penerimaan dan Penolakan
Uji F
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b. Uji t
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen, dikatakan berepengaruh signifikan apabila sig. < a. Pengujian
ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) Bila nilain signifikan t < 0,005, maka H° ditolak, artinya terdapat
pengaruh yang signifikan antra stau variabel independen terhadap
dependen.

b) Apabila nilai signifikan t > 0,05, maka H° diterima, artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan anatara satu variabel indepnden terhadap
variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficient dari

hasil anlisis berganda.

o t tabel

Gambar 3.2
Kurva Uji t Positiv



BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara empiris faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel
independen terdiri dari kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, sitem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual. Sedangkan
variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan data
yaitu melalui kuesioner dengan menggunakan purposive sampling method dengan
objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pemahamam
basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan
teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual
maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Kualitas
sumberdaya manusia dalam pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dari pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan
pemahaman basis akrual. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan
laporan keuangan di pemerintah daerah dilakukan secara komputerisasi, sehingga
dapat membantu penyelesaian tugas dengan tepat waktu. Sistem pengendalian
intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dengan adanya sistem
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pengendalian internal, maka kecepatan dan ketepatan pencatatan akuntansi

menjadi lebih dapat diandalkan sesuai dengan penerapan standar akuntasi

pemerintah dalam hal ini adalah pemahaman basis akrual.

. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1.

Penelitian ini dilakukan pada dinas, badan dan kantor OPD Kabupaten
Magelang

Penelitian ini meneliti kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, sistem pengendalian internal dan pemahaman basis akrual sehingga
masih dapat menambahkan variabel penelitian lain

Unit level dari analisis ini mencakup level pengukuran organisasional dan

individual.

. Kuesioner yang disebar ke setiap sampel hanya berjumlah 3 kuesioner, hal

tersebut menyebabkan persepsi responden yang kurang menyebar secara
merata.

Pada penyebaran kuesioner masih memiliki kendala dalam prosedur
pengembalian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan waktu

pengembalian kuesioner.

. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka

saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti

selanjutnya antara lain:
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. Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengamatan lebih luas dengan
dapat menambahkan objek penelitian se Karisidenan Kedu sehingga hasil dari
penelitian lebih dapat digunakan sebagai acuan bagi kepentingan generalisasi
permasalahan.

. Pada penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan variabel pendukung lain pada
variabel independen seperti budaya organisasi dan good government governace
. Pada penilitian selanjutnya unit level analisis dapat mencakup level
pengukuran organisasional atau individual

. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dalam hal jumlah kuesioner
yang disebar agar persepsi responden dapat menyebar secara merata

. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan referensi untuk

penelitian selanjutnya pada bidang penelitian yang sama.
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